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biaya setinggi-tingginya dari suatu barang darr/utau
jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang
diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu
yang dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat

Daerah dalam penyusunan Rencana KerjaAnggaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran
2022;

merupakanumumbiayastandara. bahwa

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSIRAWAS,

Menimbang

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor4286);

STANDARBIAYAUMUMPEMERINTAHKABUPATENMUSIRAWAS
TAHUNANGGARAN2022

TENTANG

PERATURANBUPATIMUSIRAWAS
NOMOR 10 TAHUN2021

BUPATI MUSI RAWAS
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3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nornor5, Tambahan Lernbaran
NegaraRepublikIndonesia Nornor4355);

4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang

Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
KeuanganNegara (LernbaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lernbaran Negara
RepublikIndonesia Nornor4400);

5. Undang-UndangNornor5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lernbaran Negara
RepublikIndonesia Nornor5494);

6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
PernerintahanDaerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-UndangNornor9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23
Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58,
Tambahan LernbaranNegaraRepublik Indonesia Nornor
5679);

7. Peraturan Pernerintah Nornor60 Tahun 2008 tentang
Sistern Pengendalian Intern Pernerintah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 127,
Tambahan LernbaranNegaraRepublik Indonesia Nornor
4890);

8. Feraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pernerintahan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan
LernbaranNegaraRepublikIndonesia Nornor5165);

9. Peraturan Pernerintah Nornor12 Tahun 2017 tentang
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor73, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
RepublikIndonesiaTahun 2020 Nomor57);

12. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita
NegaraRepublikIndonesiaTahun 2013 Nomor1425);

13. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

14. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor77 Tahun 2020
tentang PedomanTeknis PengelolaanKeuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

16. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
926);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran

Daerah KabupatenMusiRawasTahun 2008 Nomor7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi RawasTahun 2016 Nomor10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerahj
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DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

MusiRawas.
3. Bupati adalah Bupati MusiRawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRDadalah DPRDKabupaten MusiRawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang

selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan
tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPDyang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD,adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan PD serta

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

PERATURANBUPATITENTANGSTANDARBIAYAUMUM
PEMERINTAHKABUPATENMUSI RAWAS TAHUN
ANGGARAN2022.

MEMUTUSKAN:

Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi

Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Nomor 1).

Menetapkan
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(1) Standar BiayaUmum sebagaimana dimaksud Pasal 1
angka 8 berfungsi sebagai pedoman bagi PD untuk
menyusun biaya komponenmasukan kegiatan dalam
RKA-SKPDTahunAnggaran2022.

(2) Selain berfungsisebagaimanadimaksud pada ayat (1),
dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya
Umumdapat berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi;atau
b. estimasi.

(3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak

BAB II

STANDARBIAYAUMUMTAHUNANGGARAN2022
Pasal2

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan

APBD.

8. Standar Biaya, adalah besaran biaya yang ditetapkan

sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang

bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

9. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya

disebut Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya

berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan

untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan,

yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

10. Harga Satuan, adalah nilai suatu barang yang

ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan
biaya komponenmasukan kegiatan.

11. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada
waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen
masukan kegiatan.

12. Indeks Biaya Masukan, adalah satuan biaya yang
merupakan gabungan beberapa barangfjasa masukan
untuk penghitungan biaya komponen masukan
kegiatan.
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(1) Standar BiayaPerjalanan Dinas merupakan pedoman
bagi Perangkat Daerab/Unit Kerja dalam
melaksanakan Perjalanan Dinas yang besaran
biayanya tidak dapat dilampaui sebagaimana
tercantum dalam LampiranII yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pedomanpelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan bagi
Bupati,WakilBupati, PimpinanDPRD,AnggotaDPRD,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan
Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten
MusiRawasdiatur tersendiri dalam Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
LingkunganPemerintahKabupatenMusiRawas.

Pasal4

(1) Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai batas
tertinggisebagaimanadimaksud Pasal 2 ayat (2)huruf
a merupakan batas tertinggi termasuk pajak dan
pungutan lainnya, yang besaran biayanya tidak dapat
dilampaui dalam penyusunan Rencana KeIja

Anggaran/RencanaKeIjaAnggaranPerubahan Tahun
Anggaran2022;

(2) Standar BiayaUmumyang berfungsisebagaiEstimasi
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b,

merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui
sesuai dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi
anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomi,
efisien, efektif, serta berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal3

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BERITADAERAHKABUPATENMUSIRAWASTAHUN2021 NOMOR?J)

EDI ISWANTO

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, ~ ~ew.bv 2021

Pj. SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMUSIRAWAS,

dto

RATNAMACHMUD

dto

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 0 S'ep~ 2021
BUPATIMUSIRAWAS,

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas.

memerintahkanorang mengetahuinya,
Peraturan Bupatipengundangan

berlaku pada tanggalmulaiPeraturan Bupati ini

diundangkan.

Agar setiap

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal6

denganini

Ketentuan penggunaan Standar Biaya Umum Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini

akan ditetapkan Iebih Ianjut dengan Keputusan Bupati

melalui pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

PasalS

 


